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Kewarganegaraan Ganda

Percepat Proses Permohonan ABG

ANGGOTA Komisi XIII DPR
Maruli Siahaan mengusulkan
perubahan batas usia Anak Ber-
kewarganegaraan Canda (ABG)
dari 18-21 tahun menjadi 18-26
tahun dalam revisi UU Kewarga-
negaraan. Selanjummya, revisi
perlu ditkuti mekanisme penga-
wasan, perlindungan, dan skema
transisi yang jelas.

Maruli beralasan, perubahan
itu diperlukan agar anak tidak ke-
hilangan status kewargancpara-
an akibat kendala administrasi
maupun minimnya informasi
prosedural. Perln ada sistem unit
layanan tanggap cepal serla jalur
darurat permohonan bagi ABG
di luar negeri.

“Karena penambahan masa pi-
lihan kewarganegaraan lima tahun
bagi ABG tidak akan efekdl bila
hirokrasi dan administrasi masih
rumit,” kata Maruli dalam kete-
rangannya, Jumat (28/11/2025).

Polilikus Partai Colkar itu
meminta Pemerintah merancang
mekanisme perlindungan (ran-
sisi yang konkret. Termasuk
konsolidasi pengawasan doku-
men kewarganegaraan agar anak
tidak tiba-tiba kehilangan status
karena melewati batas waktu
pengurusan.

Selanjutnya, Maruli menying-
gung fasilitas diaspora yang
ditawarkan pemerintah melalui
Peraturan Presiden. Hingga kini
belum ada penjelasan rinci me-
ngenai bentuk hak, perlindung-
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an, dan balasan status khusus
diaspora tersebul. “Kami meng-
harapkan supaya ada kejelasan
hak dan kewajiban, termasuk
jugabatasan terscbul,” legasnya.

Pensiunan Polri itu juga me-
ngusulkan pemberian surat sta-
tus kewarganegaraan sementara
bagi ABG yang tengah dalam
proses administratil guna men-
cegah kondisi tanpa kewargane-
garaan. Prosedurnya bisa dengan
memberikan bantuan hukum dan
administrasi melalui perwakilan
RI di luar negeri. “Selain itu,
unit-unit pelayanan perlu diper-

luas agar masyarakal mendapat
proses yang cepal,” katanya.
Anggota Komisi XIII DPR
Umbu Rudi Katunang menam-
bahkan, kecepatan pemrosesan
dan kepastian hukum, dan waktu
terhadap proses permohonan ke-
warganegaraan ini jadi poin pen-
ting. Pasalnya, ABG ini meru-
pakan anak-anak bangsa sendiri.
“Saya rasa kalau kita bilang
itn kepentingan bangsa, maka
negara ini juga berkepentingan
lebih karena anak-anak bangsa ini
lahir dan besar di Indonesia,” jar
legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Dia mengungkapkan, saat ini ada
satuorang di Bali prosesnya belum
selesai selama dua tahu. Ttu se-
perti menggantung hak hidup, hak
kepastian hukum, hak pendidikan
mereka. Banyak yang bersckolah
sudah tidak bisa mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia.

“Kita butuh kepastian, undang-
undang yang mengatur ini sudah
sudah pas kah atau masih kurang?
Dan di mana kurangnya. Supaya
kita bisa sama-sama mengari
landasan huknmnya,” sehutnya,

Direktur Jenderal Administrasi
Hukurn Umnum (AHU) Kemen-

ferian Hukum Widodo menga-
takan, Pemerintah berencana
mempermudah proses perolehan
kewarganegaraan Indonesia ke-
pada ABG yang terlambat me-
milih kewarganegaraan. Materi
itu dimasukkan dalam RUU Ke-
warganegaraan yang sudah ma-
suk ke Prolegnas Prioritas 2026.

“Masukan sudah kita lampung
di RUU. Anak yang terlam-
bat memilih kewarganegaraan
Indunesia diberikan kemudah-
an memperoleh kembali ke-
warganegaraan Indonesianya,”
terang Widodo.

Tidak hanya i, pihaknya juga
mempertimbangkan sejumlah ma-
sukan dari asosiasi. Misalnya, hak
waris dari orang fua yang harusnya
melekat untuk anak hasil kawin
camipur. Hak warts tidak bisa hanya
melihat status anak kawin campur,
melainkan status orang (uanya.

Kemudian, Pemerintah mem-
pertimbangkan untuk memberi-
kan waktu lebih lama bagi anak
hasil pernikahan campuran untuk
memilih status kewarganegara-
an. Saat ini, scorang anak harus
memilih kewargancgaraan ketika
berusia paling lambat tiga tahun
selelah berusia 18 tahun, alias 21
{ahun, atau sudah menikah.

“Namanya RUU tentu kita tam-
pung sebiagai aspirasi masyarakal.
Dan nanti politik hukumnya di
pembahasan itulah yang akan
ditetapkan tahunnya menjadi
berapa,” pungkastya. m pYs
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